
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 56 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN 

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas 

pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah 

ditetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 76 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah 

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung perlu disempurnakan dan 
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggara 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

SALINAN 



 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara   Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 



 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4587); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 
Seri E) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Beliutng  Tahun 2015 Nomor 07 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57); 

 

 



 

 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2016 Nomor 1 Seri D); 

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2016 
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN 

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 17 Seri E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 76 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 63 Seri 

E), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan hibah 

sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja 

urusan pilihan. 

 



 

 

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian 
sasaran program dan kegiatan Pemerintah 

Provinsi sesuai dengan urgensi dan kepentingan 
daerah dalam mendukung terselenggaranya 
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat 

untuk masyarakat. 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:  

a. peruntukannya secara spesifik telah 

ditetapkan; 

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus 
menerus setiap tahun anggaran, sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah 
kecuali kepada pemerintah pusat dalam 

rangka mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan daerah untuk keperluan 
mendesak sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dan/atau ditentukan 
lain oleh peraturan perundang-undangan; 

dan  

c. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

a. dibentuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

b. memiliki kepengurusan yang jelas di 

wilayah Provinsi; 

c. memiliki surat keterangan domisili dari 

lurah/kepala desa setempat; 

d. berkedudukan dalam wilayah administrasi 
Pemerintah Provinsi dan/atau Badan dan 
Lembaga yang berkedudukan di luar 

wilayah administrasi Pemerintah Provinsi 
untuk menunjang pencapaian sasaran 

program dan kegiatan Pemerintah Provinsi; 

dan 

e. memiliki nomor rekening bank. 

 
 



 

 

(2) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b 

diberikan dengan persyaratan: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas di 

wilayah Provinsi; 

b. memiliki surat keterangan domisili dari 

lurah atau  kepala desa setempat; 

c. memiliki sekretariat tetap yang 

berkedudukan dalam wilayah administrasi 
Provinsi, kecuali masyarakat yang memiliki 

hubungan dengan  Provinsi dan berada 

diluar Provinsi; 

d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang 

dikeluarkan oleh Gubernur atau 

Bupati/Walikota; dan 

e. memiliki nomor rekening bank. 

(3) Hibah kepada Badan dan Lembaga  

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5)  

huruf c diberikan dengan persyaratan: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas di 

wilayah Provinsi; 

b. memiliki surat keterangan domisili dari 

lurah  atau kepala desa setempat. 

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Provinsi; 

d. memiliki surat pengesahan atau penetapan 
dari pimpinan instansi vertikal atau kepala 

PD terkait sesuai dengan kewenangannya; 

dan 

e. memiliki nomor rekening bank. 

(4) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) 

diberikan dengan persyaratan: 

a. memiliki akte pendirian yang dikeluarkan 

oleh notaris; 

b. telah terdaftar pada kementerian yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi 
manusia paling singkat 3 (tiga) tahun yang 

dibuktikan dengan surat tanda pengesahan 

badan hukum; 

c. memiliki surat keterangan domisili dari 

lurah atau kepala desa setempat; 

d. memiliki sekretariat tetap yang 

berkedudukan dalam wilayah administrasi 
provinsi, kecuali masyarakat yang memiliki 

hubungan dengan provinsi dan berada 

diluar provinsi; dan 



 

 

e. memiliki nomor rekening bank. 

 

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) 

dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) 
dan setelah Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni 

ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 29 

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu 
dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari bantuan 
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang 
direncanakan dan yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada 
individu dan/atau keluarga yang sudah jelas 

nama, alamat penerima dan besarannya pada 
saat penyusunan APBD berdasarkan usulan 
calon penerima dan/atau atas usulan kepala 

PD. 

(2a) Jumlah pagu usulan kepala PD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 50% (lima 
puluh persen) dari pagu bantuan sosial  yang 

berdasarkan usulan calon penerima. 

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko 
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 

penyusunan APBD dan apabila di tunda 
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial 

yang lebih besar bagi individu dan/atau 

keluarga yang bersangkutan. 

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu 

alokasi anggaran yang direncanakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4a) Tata cara pengajuan usulan calon penerima 
bantuan sosial atas usulan kepala PD sebagai 

berikut: 

a. kepala PD menginventarisir calon penerima 

bantuan sosial; 

b. kepala PD memverifikasi keadaan/kondisi 

calon penerima bantuan sosial; 

c. kepala PD menyusun daftar penerima 
bantuan sosial yang sudah terverifikasi 
untuk mendapatkan persetujuan kepala 

daerah; dan 



 

 

d. berdasarkan daftar penerima bantuan 

sosial yang sudah disetujui oleh kepala 
daerah, kepala PD mengajukan penyediaan 

anggaran kepada TAPD. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 26 November 2018 

 
GUBERNUR  

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 

 
ERZALDI ROSMAN 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 26 November 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

YAN MEGAWANDI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018 

NOMOR 43 SERI E 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 

 
MASKUPAL BAKRI 

Pembina Utama Tingkat I/IV.b 
NIP. 19630306 198603 1 015 


